
BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari penjelasan pada bab pembahasan sebelumnya untuk menjawab 

perumusan masalah dalam penulisan hukum ini, maka penulis mengambil 

kesimpulan  bahwa : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen belum dapat berperan dalam 

menyikapi Perkawinan Adat “Kawin Ukur” yang terjadi dalam 

masyarakat suku Baudi di Kecamatan Waropen Atas. Terkait dalam hal 

ini Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil belum dapat berperan aktif dalam menyikapi masalah ini 

dikarenakan faktor geografis, biaya, transportasi, kebiasaan dalam 

masyarakat suku Baudi serta faktor sarana dan prasarana yang belum 

menunjang peran aparat pemerintah tersebut. 

2. Anak-anak dalam masyarakat suku Baudi yang menjalani Perkawinan 

Adat “Kawin Ukur” sejauh ini belum mendapat perlindungan hukum 

dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan anak. Hak anak dalam kelangsungan hidup, 

perlindungan, tumbuh kembang dan berpartisapasi belum terpenuhi di 

karenakan masih terjadi penelantaran, perkawinan pada usia anak-anak, 

perlakuan diskriminasi, kekerasan secara psikis dan seksual, serta belum 
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mengenal pendidikan secara formal yang terjadi dalam masyarakat suku 

Baudi.   

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dapat berperan dalam 

menyikapi Perkawinan Adat “Kawin Ukur” dengan menetapkan 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disiapkan 

secara khusus untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya 

masyarakat dan daerah di pedalaman Waropen Atas. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dapat bekerjasama dengan 

pihak Gereja, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga 

pendidikan atau pihak manapun dalam menyikapi Perkawinan Adat 

“Kawin Ukur” melalui program-program yang akan dipersiapkan 

bersama-sama serta melalui penyuluhan dan sosialisasi secara 

langsung kepada masyarakat suku Baudi di pedalaman Waropen Atas.  

3. Penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan Perkawinan Adat 

“Kawin Ukur” dilakukan untuk mencegah dan menghapuskan 

penyimpangan dalam perkawinan tersebut melalui proses penegakan 

hukum pidana sehingga memberikan aspek jera bagi pelaku dan untuk 

melindungi hak anak.  
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